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BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS

Menimbang

TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa penentuan pengenaan tarif bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan dalam hal waris, hibah wasiat dan
hak pengelolaan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8
Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

bahwa pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf
a tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

bahwa sesuai dengan hasil koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh
BPKP dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
pengenaan tarif bea perolehan hak atas bangunan dalam
hal waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan perlu dihapus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;



Mengingat

—_

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor
4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor
30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 30) diubah
sebagai berikut:

1. Pasal 6 dihapus.

2. Pasal 8 dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k juncto Pasal
95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebagai pelaksanaan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tersebut telah
ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam penentuan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan untuk waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 30
Tahun 2011 didasarkan pada peraturan pelaksanaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebelum diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan pemungutan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam hal waris, hibah
wasiat dan hak pengelolaan mempunyai kepastian hukum, maka
dipandang perlu menghapus Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Demak
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 37



